PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I
| BLORA o

PERATURSM

Manimbang

Mengingat

DEERAH Ko
HOMOR 9 TaHUN 1998

GKAT IT BLORA

TEMTANG
RETRIBUST PEMAKATAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YAMG MAHA ESA

BURATT KEPALA DAERAH TINGEAT 11 BLORA .

bahwa  dengan telah  ditetapkannya  Peraturan. . .
Pemerintah Momor 20 Tahun 1997 sebagal pelaksangan .

dari Undang-undang Momor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Dasrah dan Retribusl Daeran, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Dasrah Tingkat 11 Blora tentang
Pajak Dasgrah dan Retribusi Daerah perlu. Jdisesuai-

kar; s . :

pbahwa untuk melaksanakan penyesualan. sebagaimana,
dimaksud. huruf a distas, maka perlu menyusun  dan
manatapkan Peraturan Daerah  Kabupaten  Daerah’
Tingkat 11 Blora tentang Retribusi - Pemakaian
kKekavaan Dasrah. S

Undang ~ undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pam-

bentukan Dasrah-daerah Kabupatén Dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Tengah (Berita MNegara Republik.
Indonesia Tahunvl950);

Undang-undang MNomor 5 Tahun 1974 tantang Pokak-
pokok Pemerintahan DI Dagrah (Lembaran'~ Megara .
Republik Indonesia Tahun 1974 Homor 328, . Tambahan:
Lembaran Negara Republik Indonesia  Momor 2037):

Undang-undang HMNomor 8 Tahun 1981  tentang CHukum
Acara  Pidana (Lembaran Megara Republik - Indonesia’
Tahwun 1281 Momor 76, Tambahan - Lembararn - Megars
Republik Indonesia Homor 27097: '

Undang—undang MNomor 18 Tahun 1997 tentanyg Pajak

Dasrah Dan Retribusi Dasrah { Lembaran HNegsra @

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor - 41, Tambahan -
Lembaran Megara Republik Indonesia HNomor 3685): :
Peraturan  Pasmerintah Momor 20 Tahun 1997 tentang -
Retribusi Daeran {(Lembaran  Megara Republik -
Indongsia Tahun 1997 Momor 55, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 3692 );

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Momor 2 Tahun 1994 o
tentang Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja
Dazsrah; ‘ o "




7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996
tentang Perubahan Peraturan Menteri DPalam Negeri
Momor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Aanggaran
Pendapatan dan Beslanja Daeran: a
3) Por mwdagri r%-L,\Erh ‘g7 +q. fonsidiic TNS A Lingk. Pemeniufal Datero .
- Keputusan Menteri Dalam Megeri Nomor 84 Tahun 1993
.9 tentang Bentuk Peraturan Dasrah Dan FPeraturan
Dasran Perupahan:

h)x?n Keputusan Menteri 0alam Megsri Momor 171 Tahun 1997
tentany FProsedur Pengesahan Peraturan Dasrah
tentang FPajak Dan Retribusi Daerah;

[t #©. Keputusan Menteri Dalam Negeri Momor 174 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

[2 . Keputusan Menteri Dalam MNegerl Momor 17% Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemeriksaan 01 Bidang Retribusi
Dasrah;

13 2. Keputusan Menteri Dalam Megeri Nomor 43 Tahun 1998
tentang tentang Tata MNaskah Dinas DI Lingkungan
Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Dasrah Tingkat I1:

/7 Y. Keputusan Menteri Dalam Megeri Momor 119 Tahun 1998
tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi
Daerah Tingkat I dan Qaegrah Tingkat I1;

WS % Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Blora
Momor & Tanun 1988 tentang Penvidik Pegawal  Negeri
Sipil D1 Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Blora { Lembaran Daerah Kabupaten Dasrah
Tingkat 11 Blora Tahun 1988 Momor 5% Seri D MNomor
4.

Oengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II RBlora
MEMUTUS K aM

Menetapkan : PERATURAN DAERAH  KABUPATEN DAERAH TIMGKAT 11  BLORS
TENTANG RETRIBUSI PEMAKATIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I
KRETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Dasrah ini yang dimaksud dengan :
4. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora:

b. Pemerintan Dasrah adalah Pemarintah Kabupaten Dasran Tingkat 11
Blora;

¢. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Dasrah Tingkat I1I Bloras
4. Kekayaan Daerah adalah kekayvaan vang dimiliki/dikuasai dan atau

dikelola oleh Pemerintah Dasrah vang meliputi tanah, gedung [/
bangunan / ruangan, kendaraan / alat-alat berat.

e. Retribusi Pemakaian Kekavaan Daerah vang selanjutnva dissbut
retribusi  adalah pungutan daerah sebagal pembavaran atas pema-
kaian kekavaan yvang dimiliki oleh Pemerintah Dasrah;
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f. Walib Retribusi adalah orang pribadi atau badan vang menurut
paraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembavaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
tertentu;

)L Surat Pemberitahuan Retribusil Oaerah vang selanjutnva disingkat
SPTRD  adalah surat vang digunakan oleh wajib retribusi untuk
melaporkan perhitungan dan pembavaran retribusi  yvang terutang
menurut Peraturan Dasrah;

g )L Surat Ketetapan Retribusi Daerah vang selanjutnva disingkat SKRD
adslah Surat Keputusan vang msnentukan besarnva jumlah retribusi
terutang;

hW K. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu vang merupakan
batas waktu bagl wajib retribusi untuk memanfaatkan Jasa dari

- Femerintah Daerah;
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Oovelk Retribusi adalah setiap pemakaian kekavaan dasrah.
Pasal 4

Subvek Retricusi adalah orang pribadi stau badan vang memakai
kekavaan daesrah.

e BAB III

GOLONGAH RETRIBUSIT

in

pasal

Retrivusi inil termasuk Golongan Rétribu$i Jasa Usaha.
BB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAM JASH

FPasal &6

Tingkat penggunaan jasa retribusil diukur berdasarkan -

d&. Pemakalan tanah berdasarkan lokasi, luas tanah dan peruntukannvya
serta waktu pemakaian;

. Pemakaian gaedung/bangunan/ruangan berdasarkan lokasi, luas
ruangan, Tasilitas dan waktu pemakaian;

o. Kendaraan/alat-alat berat berdasarkan jenis kendaraan/peralatan,
kapasitas dan waktu pemakaian.




BapRg Vv

PRINSIP PERETAPAN, 3TRUKTUR DAN BESARHYA
TARIP RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarip retribusi adalah untuk biava »: adminis-—
trasi, pembanqunan, perawatan, penvusutan, kebersihan dan pembinaan.

Pasal 3

Struktur dan besarnyva tarip retribusi sebagaimana  tercantum dalam
L.ampiran Peraturan Dasrah ini.

Bapg VI
TATA CARA PEMUNGUTAM DaM WILAYaH PEMUNGUTAM

Pasal @

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain

vang dipersamakan.

{2) Pemungutan retribusi pada prinsipnva tidak dapat dialihkan

ﬁXi.Retraﬁﬁsi terutapng dalam masa retribusi, terjadi pada saat

kepada pihak ketiga/diborongkan.

pemak&ian kekay daeran.

i Ha&iéﬁfungutan retribusi "ebagaimana’diwgésud FPasal & Peraturan
Daer ini disetor ke Kas“Daerah secara PyYutto.
Pa§q§ 10
XQ Setiap Wajib r si wajib mengisi SPTR

A SPRTRD  sebagaimana

C?Q Bentuk, isi dan tdta cara pengisian SF

1) pasal ini, diisi dengan
ditandatangani  oleh Wajib

jelas, benar dan  lengkd gerta

Retribusi atau Kuasanyas

TRO ditetapkan oleh Kepala
Dasran.

Pasal 10)

Retribusil dipungut di Wilavah Daerah.

pas VI
SAAT  REERIBUCT TEROTANG
Pasal |l |
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4 {3,) Kepala Dasrah atas permohonan secara ter
Indonesia dari Wajib Retriprusi dapat membe persetujuan
kepada Wajib Retribusi unt gngangsur atau mermQda  pembavaran
retribusi dengan dikenaka bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap
bulan.

dalam Bahasa

Ql) Tata cara pembayvaran, tempat pembavaran, penundaan pambayvaran
retiribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BaB %X

TaTa CARA PEMNAGIHAN
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. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik lang-
sung maupun tidak langsung.

—_
BAaB X]

TaTa CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUS
G YANG KADALUWARSA

Pasal 15

(1) Piutanyg retribusi vang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan penaglihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.

(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi
Dasrah vang sudah kKadaluwarsa sebagai dimaksud avat (1) pasal

ini.
L
B AB g«.l'

SAMNKST ADMIMISTRAST
Fasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membavar tepat pada waktunya atau
Kurang membavar, dikenakan sanksi administrasi berupa pungs  sebesar
“y <

2 2 (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang vang
tidak atau Kurang bavar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(93]
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gas X

PELAKSANAAN DAN PENGAWASSAM
FPasal 17

(1) Pelaksanaan teknis atas berlakunva Peraturan Dasrah ini ditetap—
kan oleh kepala Dasran. \

(27 Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Dasrah ini, dilakukan oleh
Inspektorat Wilavah Kabupsten Blora, Bagian Ketertiban dan
Bagian Hukum Sekretariat Wilayah/Dagrah.

{3) Kepada fparat Pslaksana dan Pengawas sebagaimana dimaksud avat
(1) dan avat (2} pasal ini, diberikan biava operasional vang
besar dan pembaglannva, diatur dalam Surat Keputusan Kepals
Daesrah dan dituvangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Beslanja
Dasrah.

BAaB i%ﬁgz

\ KETEMTUAN PIDANMA

® Pagal 18-
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a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di  bidang retribusi
daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi  lebih
lengkap dan jelas:

b. Menslitli, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenal
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan vang
dilakukan sshubungan dengan tindak pidana retribusi  dasrah
tersebut; .

o. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi  atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi
daerah =

. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah :

g. Melakukan paenggeledahan untuk mendapatkan barang bukti
pembukuan, pencatatan, dan  dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penvitaan terhadap barang bukti hersebut:

f. Meminta bantuan tenaga ahlil dalam rangka pelaksanaan tugas
panvidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;




g. Menyvuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada sast pemeriksaan sedanyg berlangsung  dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen vang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf s

n. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di  bidang
retribusi daerah ;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannva dan diperiksa
sebagal tersangka atau saksi;

3. Menghentikan penvidikan; .

k., Melakukan tindakan lain vang perlu untuk kelancaran penyi-
dikan tindak pidana di bidang retribusi dasrah menurut hukum.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud avat (1) pasal ini,. memberitahukan
dimulainva penvidikan dan menvampaikan hasil panyidikannya
kepada Penuntut Umum, sesual gengan ketentuan vang diatur Dalam
Undang-~undang Momor 8 Tahun 1981 tentang Hukum aAcara Pldana.

B aB -g§VT
KETEMTUAMN PENUTUR
Fasal 290
‘!’ (1) Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Oaesrah ini, sspanjanyg

mengenal  pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala
Dagran.
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Dengan berlakunya Peraturan Dasran ini, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Dasrah Tingkst I1 Blora Momor 8 Tahun 1981 Tentanyg
Saewa  Rumah Dinas Pemerintah Daerah (Lembaran Qaesrah Kabupaten
Daerah Tingkat II Blora Tahun 1282 Nomor 46 Seri B Momor 100
beserta perubahannva, Peraturan Daerah Kabupaten Dasrah Tingkat
II Blora Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penyvewaan Tanah Pemsrintah
Dasrah {(Lembaran Dasrah Kabupaten Dasrah Tingkat II Blora Tahun
1995 Nomor % Seri B WNomor 2 ), Peraturan Daerah Kabupaten Dasrah
Tingkat II Blora Homor 10 Tahun 1995 tentang Penvewaan flat-
alat Berat {lembaran Dasrah Kabupaten Daerah Tingkat II B8lora
Tahun 19295 Momor 11 Seri B Momor 5) dan Peraturan Daserah kabupa-
ten Dasrabh Tingkat 11 Blora Nomor 3 Tahun 1997 tentany Sews
Gedung Sasana Bhakti (Lembaran Daerah Kabupaten Dasrah  Tingkat
1T Blora Tahun 1998 Momor 2 Seri B MNomor 1) dinvatakan tidak
berlaku lagi.

(3} Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

agar supayva sebtisp orang dapat maengetahulnya, memerintankan
pengundanaan Peraturan Dasrah ini dengan penempatannya dgalam
Laembaran Daerah.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 29 Oktober 1998
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IT.

FENJELASAM

PERATURAM O8ERAH KABUPATEN DAERAH TIMNGKAT IT BLORM
MOMOR 9 TaHUM 1998

TEMTAMNG

RETRIBUST PEMAKAIAN KERKAYAAM DAERAH
PEMIELASAN UMUM. |

Sesual dengan Undang-undang Homor 5 Tahun 19274 tentang

Pokok-pokok  Pemerintahan Di Daerat, Pajak Daerah dan Retribusi
Dasrah merupakan sumber pendapatan daerah, agar dasrah  dapat
melaksanakan otonominva, vaitu mampu mengurus dan mengatur rumah
tangganya sendiri.
Sumber pendapatan dasrah  tersebut diharapkan mampu  menjadi
sumber pembiavaan bagil panyelanggaraan pemarintahan dan
pembangunan  dasrah serta dapat meningkatkan kesejabhteraan ma-
syarakat. Qleh karena itu, dipsrlukan ketentuan/landasan hukum
vang dapat memberikan pedoman dan arahan bagl Dasrah Tingkat I1
khususnva Pemsrintah Kabupsten Daerah Tingkat II Blora dalam hal
pemungutan retribusi.

Sehubungan dengan telah ditetapkannva Undang-undang
Momor 18 Tahun 1997 tentanyg Pajak Basrah Dan Retribusi  Daerah,
maka seluruh Ketentuan vang mendatur tentang Pajak dan Retribusi
di Damrah  Tingkat 1 perlu disssuaikan dengan Undang-undang
dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997
tentang Retribusi Daerah vang merupakan peraturan pelaksanaan
dari  Undang-undang Homor 18 Tahun 1997, Retribusi  Pemakaian
Kekavaan Dasrah ditetapkan menjadi salah satu  Jjenis retribusi
dagran.  Dalam rangka menjamin ketertiban dan pelavanan  kepada
masyarakat vang memakail kekavaan dasrah, diperlukan pengaturan
retribusinyve vang dituangkan dalam Peraturan Dasrah.

PENJIELASAN PASAL DEMI PASAL.

PBasal 1 huruf a s/d @ Cukup jelas.

huruf ;3
Pt e R i (5 il y o2 v oy a L= RL Ve MR EY T ST PR R IE- RS REC) e an e g
9, menggunaka)f SKRD  masa retripusinva 1
h (satu) bulan.

gunakan dopkfmsn. lain va dipersama-~
dengan masa rétribusinva

kyusi YaNYG p&mbay&riggia dengan

narian.

*

}
Fasal 1 hurufj&|$/d s Cukup jelas.
huruf WK

Pasal 7 s/d pas&al}f{ « Cukup jelas.




Fasal 5

Pasal &

s/d Pasal 8

Pasal ¢ avat (1)

Pasal @ avat (3)

b

5/’ W3

Daagl 10 asval
- ettt

t (&)

{1

Pasal

at ()

s/d avat>(3)

fs o

r'd

”

= i ENENCE A EHAEeH s ]

-
«

auatu
SETQIN

fobdtdo,
lainnva, Eak
Dacran dengan dan dalam bent
Ppun, persekyk erkumpulan,
kongsi, kopefasil, vavass
Yang Tenis, lembaga, |
bent usaha tetap serta ben
aha lainnva.

11ik ﬂag;

rganisasi
paensiun,
Uk badan

vang dimaksud dengan jasa usaha  adalah
kegiatan Pemerintah Dasran berupa usaha
dan pelavanan yang menyebabkan barang.
fazilitas, atau Kemanfaatan lainnva wvang
dapdt dinikmati orang pribadi stau badan
dengan menganut prinsip komersial karena

pada dasarnva dapat dissdiakan oleh sektor
swasta:

Cukup jslas.
Yang dimaksud  dengan dokumen  lain

dipersamakan antara lain besrupa
masuk, kupon, kKartu langganan.

VAT
karcis

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborong-
kan adalah bahwa seluruh proses  kegiatan
pemurngutan retribusi tidak dapat diserah-

kan kepada pihak kKetiga. MHamun  dalam
pangsrtian ini bukan berarti bahwa

Lemerintah Daerah tidak dapat bekerja sama
dengan plhak ketiga. 0Oengan sangalt selek-
tif dalam proses pemungutan retribusi,

Pemerintah Daerah dapat bekaria SAMA
dengan badan-badan tertentu vang karena
profesionalismenva lavak dipercava untuk
ikut melaksanakan sebagian tugas pemungu-
tan jenis retribusi secara lebih efisien

ledh
cethigs

Kegiatan pemungutan retribusi yvang
dapat dikerjasamakan dengan pihak

adalan kegiatan perhitungan DESArnva
retribusl terutang, pengawasan penyetoran

retribusi dan penagihan retribusi.

ok [0 S E 5 s,

1S

berlaku
menggunakan

SPTRD
L —
YaNg
Arintan 198
reriodik dan
lanan, tahunan.

bagi jib rctrlbu&_
jasa peldye

tarus  manaxg
nar, misal :

Bagi waiib si vang meneri jasa
pelavana BECATrd angsung idalk

periodik, tidak diwalibkan untuk mengisi
SPETRD © dan  psmbavaran retribusi  dapat
menggunakan karcis dan dokumsn lain.

Cukup Jslas.




Pasal
Pasal

Pasal
huruf

huruf

Pasal
avat (

Pasal

Pasal

11 s/d
14 ayat (1)

14 ayvat (2]
a

15 s/d Pasal 19

2z

19 avat (3)

20

ax

3%

Cukup jelas.

Dalam hal diterbitkan Surat Taeguran,
kadal uwarsa panagihan dinitung sejak

tanggal  penyampaian Surat Teguran terse-—
but.

=~ Yarng dimaksud dengan pengakuan  utang
retribusi secara langsung adalabh wajib
retribusi dengan kesadarannya menvatakan
masih  mempunval utang retribusi dan
belum melunasinva  kepada Pemerintah
Dasrah.

-~ Yang dimaksud dengan  pengakuan  utang
S|CATS, tidak langsung adalah wajip
retribusi tidak SECRITA nvata-nyvata
langsung menvatakan bahwa ila mengakuil
mempunyal utang retribusil kepadas
Pemerintah Dasran.

%

Cukup jelas.

s Yang dimaksud dengan menvampalikan hasil
penyidikannyva kKepada Penuntut Lmum
adalah menyerahkan hasil penyidikan
kepada Penuntut Umum melalui  Penvidik
Palri.

s Cukup Jelas.

e = Q00O = e

10




Lampiran : Peraturan Daeran Kabupatsen
Dasrah Tingkat II B8loras
Momor ¢ Tahurne 1998 tentang
Retribusi Pemakaian Kekava
an Daerah.

TARIP RETRIBUSI PEMaAKAIAN KEKAYAAN DalRaH

£ PEMaKATIAN TANAH.

I PROSENTASE DART !
L HARGA DASAR TANAH ;
UO(MINIMAL) PER TAHUN |

PERTANIAN
PERIKANAM
PETERMAKAM
PERKERUNAN

PERTAMIAN

I ]

) ]

) 1

] I

i ]

\ 3

] I

1 )

! 1

1 1]

i ;

TEMPAT USAHA v PERTOKOAN :
VOKIOS/WaRUMG MakaM |

VOIMNDUSTRI KECIL ;

v RERLAME :

L HIBURAN :

1 PENGINAPAN ,

) ]

[} ¥

BeHGUINAM v GEDUNG TERBUKA '
v GEDUNG TERTUTUR H
v GARAST \
i GEDUMG PERTEMUAN i
v RUMAH TIMNGGAL .

Besarnya sewa tanah Pemerintah Daerah ditentukan berdasarkan harga
'!! dasar tanan vang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

B. PEMAKALAN BAMGUNAHM

1. PEMAKAIAN GEDUMG PERTEMUAN " SASANMA BHAKTI

NO L JENIS PEMGGUNAAN | BESARNYA RETRIBUSIT | KETERANGAN

- ; _—

1. 2. ' z. \ G .
1. Untuk Pertunjukan |

vang bersifat ko |

mersial .
a. Siang hari. I Rp. 300.000,~ Sekalili pakal.
b. Malam hari. Vo Rp. 325.000,- Sekall pakal.
Untuk perhelatan |
a. Siang hari. v Rp. 225,000, Sekall pakai.
' b. Malam hari. VU Rp. 250,000, v Sekalil pakai.
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Untuk acara perpi-
pisahan / reuni /
ulang tanun.

a. Siang hari.

b. Malam hari.
Untuk kepentingan
Dinas/0rganisasi

]
'
!
t
1
i
! Rp. 125.000,-
)

t

!

§

]

i

' Sosial/Politik dan
]

1

1

]

!

)

{

]

1

[}

'

1

1

1

Rp. 150,000, -

Sekalil pakai.
Sekali pakai.

Kegiatan Kesgamaan
a. Siang hari.
. Malam hari.

Sekali pakail.
Sekalil pakai.

. H0.000, -
. 75.000, -
P -

st el

5. LUntuk acara-acara Tidak dipungut
vang diselenggara- retribusi.
aleh Pemerintah
Daerah.

2. PEMaKAIAM BaAMHGUMNAM-BAMGUMAM KHUSUS

“ERK ! BESOARMYS RE
BEanGUMHar KHUSUS :
Di Jalan Reksodipu! Rp.250,~/bulan per m2
tro Me. 6 Blora.

TRIRBU

31

Di Jalan Pemuda P . 20,000,000, - /tahun

Mo, 15 8 Blora.

Bangunan Besar.

Di Jalan Pemuda
Mo, 1% & Blora.

I

£i Jalan Pemucda
HMo. 42 Cepu.

P.250,~/bulan per m2

1
|
|
t
|
]
1
i
1
i
!
'
!
1
!
'
1
i
1
]
!
i
i
|
]
|
t
]

i
1
t
\
H
]
1
§
1
i
1
]
Rp.250,-/bulan per m2! Bangunan Kecil.
1
]
t
[}
]
]
!
[}
H
i

t

Untuk hkepentingan/penggunaan oleh Pemerintah Daerah te

wadap  ba-
-ngunan-bangunan knusus, tidak dipungut Retribusi.

3. PEMAKATAM RUMAH DIMAS.

MO LETAK RUMAH DIMAS | BEIARNYS RETRIBUSIT ! KETERAMNGAN '

: : / ME : '
1. | 01 Thukots Kabu | Rp. 180,- / bulan.! Bagi Rumah Dinas -~
patan. |ovang bangunannya |
vosemi permansn dikes-|
I nakan sewa sebesar-—)
V50 % dari tarip ini)
: |
] 1
i ]
H 1
] §
] 1
{ )
! ]
] \

D1 Thukota Kecama-
tan.

Rip. 130,~ / bulan.

Di Desa. Rp. 110,.-~ / bulan.

Rp. 99,~ / bulan.

[}
]
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1
]
1
]
'
i
t
]
t
H
H
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Dasrah terpencil. |
'
i
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0. PEMAKAIAN KEMDARAAM / A

i
—

BT -~ ALAT BERAT.

MOz JEHIS PERALATAN

s KAPASITAS @ BIaYas SEWA pl KETERAMGAM
z : PER HARI(7JAM)

1.z 2. 4 3. : 4. jd 5.

L. ASPHALT SPRAYER = 100 LITER @ RP. 50,000, = Besarnyva uang -
2.5 CONMCRETE MIXER 2500 LITER @ RP,  60.000,~ @ sewa tidak ter-
S THREE WHEEL ROLLER oB-10 TOM s RPLOER.DO0,~  : masuk upah opse-
4.1 THREE WHEEL ROLLER G- 8B TOM RPLO40.000,~ @ rator dan bahan

S0 TANDEM ROLLER .5 TOM DRPL 40,000,

H
F3

pakar.

&.o VIB ROLLER SMOOTH DRUM: & TOW : RPLOBD.L000,~ &
7.: YIB ROLLER PAD FOOT & TOM s RPLO&O.0O00D, -~
8.1 AIR COMPRESOR X - s RPL. 30,000,
2. VIR PLATE TaMPER : - s R, ADLDODD, -
10,2 VIB PLATE R&aMMER b - o RPLOLD.L000,~

11,z TIRE ROLLER z - TRPL.O8DLO00, >

L2, WATER PUMP i - RE. 6.000,~ &

13, GEMERATOR SET o - R, 10,000,
0 Id.: L. Oy DE R T & ORVR RE. LES.000, -
., . 15,0 VIB ROLLER BEDISTRIAM » 0,86 TON » RPL. 150000, -
=0,

LT A
%

$ BE %y

lé.: STOMNE CRUSHER L6 TOMSIAM: RP. 150,000, =
17.: DUMP TRUCK .5 TOM D Rp. 50,000,

i v e S N AN A e AL A T LA A Py A e v T S e ¥ s A et e s b A -




